MobuL 1
Ruang Lingkup Korupsi

Dra. Tuti Budirahayu, M.Si.

=— PENDAHULUAN

QK orupsi! Suatu kata, yang hampir tidak ada di antara kiddakan
sebagian besar masyarakat Indonesia, yang tidaknalper
mendengarnya. Fenomena itu dapat dengan mudahtedtai melalui
pemberitaan media massa yang menyebutkan terjadndakan korupsi itu
di berbagai ruang-ruang kehidupan masyarakat, tegieproyek-proyek
pemerintah, dunia perbankan, lembaga perwakilayatalembaga peradilan
dan bahkan di jalanan melalui pungutan liar yangkdkan oleh tukang
parkir ilegal. Pelakunya bisa atas nama individwpuen kelompok dan tidak
dengan serta merta dapat dikenai sanksi hukumasn&apembuktiannya
terkadang sulit dilakukan. Sulitnya menjerat pelattan membuktikan
tindakannya itu sebagai pidana korupsi, antara kaiena para pelakunya
memanfaatkan kecanggihan teknologi, menyiasati l[qp@sal di dalam
undang-undang, menyebarkan tanggung jawab kepada paggota
kelompok, dan dilakukan secara sembunyi-semburgii &trang-terangan
dengan prinsip ‘tahu sama tahu’. Banyak pihak yererasa skeptis atau
bahkan pesimis untuk dapat memberantas korupsairSelengan alasan
sulitnya melakukan pembuktian terhadap tindak ksicupelaku atau orang-
orang yang terlibat di dalamnya, terkadang mekamibimokrasi itu sendiri
juga ikut melindungi mereka meskipun mekanisme Koasi tersebut
sesungguhnya bobrok, namun dibuat seolah-olahHb@asi unsur pemerasan
atau penyuapan. Mereka menganggap korupsi itu aelsagtu tindakan
yang wajar dan dengan mudah orang pun, kemudiargatean bahwa
korupsi, seperti layaknya berbisnimiginess as usual).

Dengan demikian, ruang lingkup tindak korupsi ménjsangat luas
karena bisa terjadi di dalam tubuh birokrasi dastitinsi pemerintahan,
korporasi atau perusahaan-perusahaan swasta, laffdsalgaga non
pemerintah, baik di tingkat lokal, nasional, bahlkaternasional, organisasi
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politik maupun masyarakat. Pertanyaan yang muna&rhukdian adalah
apakah korupsi berbahaya bagi keberlangsungan laidggota masyarakat?
Siapa yang dirugikan dari tindakan korupsi? Apagyarenyebabkan orang
melakukan tindak korupsi? Mengapa korupsi dapafaderdi berbagai
institusi? Bagaimana masyarakat seharusnya menyp@glaku korupsi?
Serta apakah korupsi dapat dihilangkan dari kelddupasyarakat? Mungkin
masih banyak lagi pertanyaan yang dapat Anda ajs&hagai seorang calon
sarjana sosiologi ketika memandang perilaku atadak korupsi tersebut.
Pertanyaan-pertanyaan itu akan membawa kita pattasiidan pembahasan
yang lebih mendalam pada Modul 1 ini, dan nantialgan diperdalam lagi
dalam pembahasan modul-modul berikutnya.

Pada modul yang pertama ini, materi pembelajaramang ruang
lingkup korupsi akan dibahas dalam dua kegiatamjdelPertama akan
dibahas tentang pengertian korupsi, di dalamnyaaAaklan mempelajari
tentang korupsi sebagai tindakan yang merugikaramaegerta pengertian
korupsi secara luas. Sedangkan pada kegiatan bdbgjakutnya akan
dibahas ilmu-ilmu sosial yang mempelajari fenomé&oeupsi, antara lain
ilmu administrasi, ilmu politik, ilmu hukum, krimatogi, dan ilmu sosiologi
sendiri.

Setelah mempelajari modul ini secara umum mahasidivarapkan
mampu menjelaskan ruang lingkup korupsi. Sedangkecara khusus
mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan:
korupsi sebagai tindakan yang merugikan negara;
pengertian korupsi secara luas;
matriks identifikasi fenomena korupsi;
kajian korupsi menurut ilmu administrasi;
kajian korupsi menurut ilmu politik;
kajian korupsi menurut ilmu hukum;
kajian korupsi menurut ilmu kriminologi;
kajian korupsi menurut ilmu sosiologi.

©NogakWDE

Selamat Belajar dan Semoga Sukses!
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KEGIATAN BELAJAR 1

Pengertian Korupsi

A. KORUPSI SEBAGAI TINDAKAN YANG MERUGIKAN
NEGARA

Sebelum mempelajari tentang arti atau pengertiarupsd, terlebih
dahulu Anda simak dua buah artikel berikut yang eeétakan tentang
dugaan tindakan korupsi yang dilakukan oleh sesgoeiau sekelompok
orang di lembaga milik pemerintah.

Mantan Dirut PTPN XI Diseret ke Pengadilan

Surabaya, Kompas - Mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara
XI Surabaya Ir. Soewadji (62), Kamis (22/5) diseret ke Pengadilan
Negeri Surabaya. Sowadji diadili dengan tuduhan penyelewengan uang
negara sebesar Rp4,4 miliar.

Perkara Soewadji yang disidangkan oleh majelis hakim yang diketuai
Eddy Nugroho, hakim anggota Binsar Pakpahan dan Edy Tjahyono tidak
berlangsung lama. Setelah jaksa Wen Lingitubun membacakan
dakwaan, disusul eksepsi kuasa hukum terdakwa Budi Susetio, hakim
kemudian menunda sidang.

Kasus Soewadji ini juga melibatkan Adyarto Mochtar (62) yang
sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan PTPN XI Surabaya.
Pemeriksaan terhadap kedua terdakwa itu dilakukan terpisah.
Persidangan kasus korupsi di tubuh BUMD itu menandai rawannya
penyimpangan uang negara di wilayah Surabaya yang dilakukan oleh
para pejabat. Awal Mei lalu, polisi menahan Kepala Dinas Kehutanan
Jatim Susilo Sugiyono karena diduga meloloskan 25.000 meter kubik
kayu jenis meranti ilegal yang merugikan negara miliaran rupiah.
Pekan lalu Polwitabes Surabaya mengusut pejabat Kepala Dinas
Pemadam Kebakaran Surabaya Hasan Surafi yang diduga melakukan
penyimpangan pembelian tiga mobil pemadam kebakaran senilai Rp2,8
miliar.
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Dakwaan

Menurut Jaksa Wem Lingitubun, terdakwa Soewadji dan Adyarto
Mochtar merekayasa kontrak leveraged future sales dan leter of
intent  untuk  mendapatkan dana perusahaan sebesar
Rp4.427.150.000. Padahal, mereka tahu bahwa kontrak itu tidak bisa
dilaksanakan mengingat PT Harta Insan Mulia (PT HIM) yang menjadi
mitra (PTPN XlI) untuk pembelian gula pasir tidak memiliki modal
sama sekali sehingga tidak mungkin mendapatkan bank garansi.
Mereka juga tahu PT HIM bergerak di bidang jasa, bukan di bidang
pergulaan di Surabaya.

Menurut Jaksa, jumlah gula yang dijual PTPN XI Surabaya rencananya
sebanyak 150.000 ton dengan nilai penjualan berkisar Rp360 miliar.
Jaksa menguraikan, sebelum merekayasa kontrak dengan PT HIM,
pada medio Oktober 2002, terdakwa Soewadji dan Mochtar telah
merancang kesepakatan dengan sejumlah perusahaan untuk
pembelian gula fiktif itu. Selain dengan PT HIM, diduga terlibat pula
Steve Manuhutu selaku Business and Development Manager PT Balcke
Dum Indonesia. Manuhutu kini masih menjadi buronan polisi.

Dengan adanya kontrak leveraged future sales membuat pihak
penjual, PTPN XI Surabaya, diwajibkan membayar fee bank garansi
sebesar 2,5 persen atau senilai Rp4,4 miliar.

Jaksa menyebutkan, perbuatan kedua diancam dengan pasal 2 Ayat
(1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman
penjara minimal 20 tahun atau hukuman seumur hidup.

Sumber: Kompas, Jumat, 23 Mei 2003.

Omay Tinggalkan Rutan (setelah)
Divonis Bebas PN Jakarta Selatan

Jakarta, Kompas — Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
kembali membebaskan terdakwa perkara korupsi. Setelah tahun
2006 membebaskan tiga mantan direksi PT Bank Mandiri—ECW Neloe,
| Wayan Pugeg, dan M Sholeh Tasripan—kini vonis bebas diberikan
kepada Omay K Wiraatmadja.

Vonis bebas untuk Omay terjadi di tengah kontroversi akan
dihapuskannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Tim
penyusun Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang
dipimpin Prof. Andi Hamzah berniat menghapus Pengadilan Tipikor
dan menyerahkan semua kasus korupsi kepada pengadilan umum.
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Omay K Wiraatmadja adalah mantan Direktur Utama PT Pupuk
Kalimantan Timur. Setelah dibebaskan, Omay meninggalkan rumah
tahanan Kejaksaan Agung hari Jumat (23/2) malam. Dengan
mengenakan kemeja warna krem bergaris biru—yang dikenakan di
persidangan siang hari harinya—Omay yang ditemui seusai mengurus
administrasi tahanan sekitar pukul 19.05 tersenyum ramah. Meski
pucat, wajahnya sumringah. la mengaku akan menikmati
kebebasannya bersama keluarga. “Kumpul-kumpul dengan
keluarga,” kata Omay.

“Terdakwa Omay K Wiraatmadja tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan
berlanjut. Terdakwa dibebaskan dari dakwaan”, demikian keputusan
hakim. Majelis hakim dalam penanganan kasus ini diketuai oleh Sri
Mulyani dengan anggota Sulthoni dan Yohanes Suhadi.

Jaksa penuntut umum Ninik Mariyanti menyatakan pikir-pikir. Saat
diwawancarai seusai sidang, Ninik mengatakan menghormati putusan
majelis hakim. Namun, Ketua Tim Tastipikor Hendarman Supandji
kepada Kompas menyatakan menghormati putusan hakim. “Saya
perintahkan jaksa untuk kasasi,” katanya.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum yang diketuai Ninik Mariyani
menuntut Omay empat tahun penjara karena korupsi secara
bersama-sama dan berlanjut sehingga merugikan negara Rp4,2
miliar. Omay didakwa korupsi menyalahgunakan fasilitas direksi,
antara lain dalam pemeliharaan rumah pribadi, pemeliharaan mobil,
dan pembayaran telepon keluarganya. Omay, didakwa selaku
Direktur Utama PT Pupuk Kaltim, tetapi pada akhir Desember 2006
Omay diberhentikan sebagai dirut.

Dalam pertimbangannya untuk dakwaan primer, seperti halnya
tuntutan jaksa, hakim menilai dakwaan primer tidak terbukti.
Mengenai dakwaan subsider, hakim berpendapat bahwa unsur
penyalahgunaan kewenangan tidak terbukti. Pendapat hakim
tersebut juga mengacu pada pendapat jaksa, yang mengatakan
bahwa penyimpangan vyang dilakukan Omay hanya sebagai
penyimpangan kebijakan, bukan perbuatan melawan hukum.

Selain itu, hakim berpendapat, PT Pupuk Kaltim bukan perusahaan
badan usaha milik negara karena mayoritas sahamnya tidak dimiliki
pemerintah. Sekitar 99,99 persen sahamnya dimiliki PT Pusri
sehingga PT Pupuk Kaltim adalah perusahaan milik negara yang
status keuangannya tidak tunduk pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara. Dengan demikian, PT Pupuk Kaltim tidak tunduk
pada Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.
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“Jika timbul kerugian akibat bisnis yang diakibatkan oleh direksi,
tidak merugikan negara, tetapi perusahaan. Pertanggungjawaban
kepada PT, bukan APBN,” kata hakim.

Dalam diskusi di Bandung, Jumat kemarin, Ketua Dewan Pengurus
Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, Indra Sahnun Lubis mengatakan,
penanganan kasus korupsi sebaiknya tetap diurus Pengadilan Tipikor
(tindak pidana korupsi). Indra mengkhawatirkan bila kasus korupsi
diserahkan kepada pengadilan umum akan terjadi kesalahan
pemahaman antara pemeriksaan dan proses pengadilan.

Sumber: Kompas, Sabtu, 24 Februari 2007.

Setelah Anda membaca dengan saksama, mari kitkaorasecara
ringkas penyebab tindakan korupsi yang diceritakanasing-masing artikel
tersebut.

Pada artikel pertama, kasus korupsi terjadi di huperusahaan negara
(PTPN XI, Surabaya) yang melibatkan pejabat diKimgan perusahaan
tersebut. Mereka dituduh telah melakukan penyelgaenuang negara
sebesar Rp4,4 miliar dengan cara merekayasa konpeklagangan
(leveraged future sales dan letter of intent) untuk mendapatkan dana
perusahaan sebesar Rp4.427.150.000,00. Kontrakméteka keluarkan
sehubungan dengan kegiatan bisnis PTPN Xl, yaimjupan gula ke
mitranya sebuah Perusahaan Swasta (PT HIM). Namahnga, PT HIM
tersebut tidak memiliki modal sama sekali untuk roelingula dari PTPN XI
sehingga mereka tidak mungkin mendapatkan bankngiar&edua orang
yang didakwa korupsi itu juga tahu bahwa PT HIMdeeak di bidang jasa
dan bukannya di bidang pergulaan di Surabaya. Juguka yang akan dijual
oleh PTPN Xl itu rencananya sebesar 150.000 tomyatemilai penjualan
berkisar Rp360 miliar. Dengan adanya kontrak peadggn tersebut,
menyebabkan PTPN XI diwajibkan membafee bank garansi sebesar 2,5
persen dari total penjualan atau senilai Rp4,4amilsidang di Pengadilan
Negeri Surabaya pada tanggal 22 Mei 2003 itu, bekampai pada
penjatuhan vonis hukuman, dan setelah sidang igrsetedia massa tidak
lagi memberitakan kelanjutan kasus itu sehinggaaikabrakhir putusan
hakim mengenai kasus korupsi di PTPN XI tidak dikei oleh khalayak
umum.

Pada artikel kedua, hakim membebaskan terdakwa@eKorupsi yang
dilakukan oleh seorang direktur utama dari PT Pugalkim. Alasan hakim,
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penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa hanyalaBbagai
penyimpangan kebijakan, bukan perbuatan melawanorhudan PT Pupuk
Kaltim dianggap sebagai bukan perusahaan badanausdlik negara
sehingga perusahaan itu tidak tunduk pada UndadgrgnTindak Pidana
Korupsi. Dengan demikian, apabila timbul kerugiakibat bisnis yang
diakibatkan oleh direksi, tidak merugikan negardapi perusahaan maka
pelaku kerugian dianggap tidak melakukan tindalapéd korupsi. Direktur
utama PT Pupuk Kaltim dinyatakan bersalah oleh alakarena telah
melakukan tindak korupsi secara bersama-sama ddanjue sehingga
merugikan negara sebesar Rp4,2 miliar. la didakwarugsi
menyalahgunakan fasilitas direksi, antara lain Maf@emeliharaan rumah
pribadi, pemeliharaan mobil, dan pembayaran telepelnarganya. Jaksa
penuntut umum menuntutnya empat tahun penjara.

Keputusan hakim yang membebaskan terdakwa pada kasg kedua
itu, tampaknya banyak dikritik dan menjadi sorotdari berbagai pihak.
Tidak saja dikritik oleh Ketua Dewan pengurus lkafenasihat Hukum
Indonesia, tetapi juga oleh para penelitirtionesia Corruption Watch, serta
Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Kor@igsmpas, Rabu, 28
Februari 2007). Mereka mengkhawatirkan ketidakpekaan hakim
pengadilan umum terhadap bentuk-bentuk tindakamgsdrdan persepsi
yang berbeda tentang tindakan korupsi.

Saudara mahasiswa, benang merah apa yang dapatakikddari kedua
artikel tersebut? Benar! Bahwa tindak korupsi dapgadi dalam beberapa
bentuk perilaku dan Indonesia sudah memiliki landasukum yang kuat,
yaitu undang-undang yang terkait dengan tindaknaiderupsi.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah memiliki reepd&at undang-
undang (UU) untuk menjerat berbagai tindak korupsirupsi atau secara
hukum disebut juga dengan tindak pidana korup$ahtelitetapkan sejak
tahun 1960 dalam UU No. 24/PRP/1960. Karena isitiyak cocok lagi
dengan perkembangan masyarakat, perangkat hukudipidbaiki di dalam
UU No. 3 tahun 1971. Produk hukum tahun 1971 itmih@li direvisi dan
dihimpun di dalam UU No. 31 tahun 1999 serta disenmgkan di dalam UU
No. 2001.

Di dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001, tindaiklana korupsi
yang tercantum di dalam UU tersebut dirumuskanatard tiga puluh bentuk
atau jenis tindak pidana (dalam buku saku KomisniBerantasan Korupsi,
2006). Dari ketiga puluh bentuk atpanis tindak pidana korupsi itu, dapat
dikelompokkan menjadi:
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tindakan yang menyebabkan kerugian negara;

tindakan yang mengandung unsur suap-menyuap;

tindakan yang berkaitan dengan penggelapan dalzaisja;

tindakan yang mengandung unsur pemerasan;

tindakan yang dapat dikategorikan perbuatan curang;

tindakan yang berkaitan dengan benturan kepentidgiam pengadaan;
gratifikasi.

NoogkrowdpR

Adapun pengertian gratifikasi (dalam bahasa Ingggistify, artinya
memberi kebahagiaan, kepuasan) mengacu pada smatepan dalam arti
luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rafu$count), komisi,
pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitahgmnapan, perjalanan
wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lain@ratifikasi tersebut
meliputi berbagai bentuk pemberian, baik yang wiitardi dalam negeri
maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengangoenakan sarana
elektronika atau tanpa sarana elektronika.

Selain ketujuh bentuk tindak pidana korupsi terselmasih ada tindak
pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidanapsir yaitu:

1. tindakan yang merintangi proses pemeriksaan peka@argpsi;

2. tidak memberi keterangan atau memberi keterangag ydak benar;

3. bank yang tidak memberikan keterangan rekeningangisa tindak
pidana korupsi;

4. saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan ataomberi keterangan
palsu;

5. orang yang memegang rahasia jabatan tidak membekikterangan
atau memberi keterangan palsu;

6. saksi yang membuka identitas pelapor.

Hukuman bagi pelanggar UU tersebut bervariasi, hpitkana penjara
satu tahun hingga seumur hidup dengan denda psgitigit lima puluh juta
rupiah hingga satu miliar rupiah. Dengan banyakbgatuk tindak pidana
korupsi yang tercakup di dalam UU tersebut, sebgtul pemerintah
menghendaki pemberantasan tindak pidana korupsarasetuntas dan
menjaring sebanyak mungkin koruptor.

Uraian ringkas mengenai bentuk tindak pidana koyugeperti yang
disebutkan di dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 2@2@dalah berikut ini.



® SOS14407/MODUL 1 1.9

Perbuatan yang menyebabkan kerugian negara, meliput

1. tindakan yang melawan hukum untuk memperkaya @indsi, orang
lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan lgaramegara atau
perekonomian negara;

2. tindakan yang menyalahgunakan kewenangan, kesemptda sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukak metoguntungkan
diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yat@pat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan yang mengandung unsur suap-menyuap adalah

1. tindakan yang memberikan sesuatu atau menjanjiksnasu kepada
pegawai negeri atau penyelenggara negara dengasuchasupaya
(pegawai negeri atau penyelenggara itu) berbuai &thkak berbuat
sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangamrdéegvajibannya
atau berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bemgan dengan
kewajibannya, baik yang dilakukan atau tidak dilkdanya dalam
jabatannya;

2. Tindakan yang memberi hadiah atau janji kepadawagaegeri dengan
mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekatjpbdtan atau
kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau jamjigdjap melekat
pada jabatan atau kedudukan tersebut;

3. Tindakan pegawai negeri atau penyelenggara yangnneg pemberian,
janji atau hadiah sebagaimana dimaksud dalam paiiar2 diketahuinya
bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggkannya agar
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jatsa yang
bertentangan dengan kewajibannya;

4. Tindakan pegawai negeri atau penyelenggara negang ynenerima
hadiah dan diketahuinya bahwa hadiah tersebutilldresebagai akibat
atau karena telah melakukan atau tidak melakukesuase dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibanmaya ptut diduga
bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat &@rena telah
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jata yang
bertentangan dengan kewajibannya;

5. Tindakan pegawai negeri atau penyelenggara negamg ynenerima
hadiah atau janji dan diketahuinya atau patut didoghwa hadiah atau
janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kamgan yang
berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikin@mgo yang
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memberikan hadiah atau janji tersebut ada huburygantengan
jabatannya;

6. Tindakan yang memberi atau menjanjikan sesuatudeepakim dengan
maksud mempengaruhi putusan perkara yang diserak&padanya
untuk diadili.

7. Tindakan yang memberi atau menjanjikan sesuatigd@pdvokat yang
menghadiri sidang pengadilan, dengan maksud untekipengaruhi
nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubdangan perkara
yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

8. Tindakan hakim atau advokat yang menerima pemhehadiah atau
janji sebagaimana dimaksud dalam poin 6 dan 7.

Perbuatan yang berkaitan dengan penggelapan dabatanp adalah
tindakan pegawai negeri atau orang selain pegaegernyang ditugaskan
menjalankan suatu jabatan umum secara terus-mea@usintuk sementara
waktu dengan sengaja:

1. menggelapkan uang atau surat berharga yang disim@ena
jabatannya atau membiarkan uang atau surat berhergsbut diambil
atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dataeakukan
perbuatan tersebut;

2. memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus unt@knguiksaan
administrasi;

3. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau mémithala dapat
dipakai barang, akta, surat atau daftar yang dikpmantuk meyakinkan
atau membuktikan di muka pejabat yang berwenangg ydikuasai
karena jabatannya;

4. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkaerusakkan
atau membuat tidak dapat dipakai barang, aktat ataa daftar tersebut;

5. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan,sakkan atau
membuat tidak dapat dipakai barang, akta, suratdséiar tersebut.

Perbuatan yang mengandung unsur pemerasan adalah:

1. tindakan pegawai negeri atau penyelenggara negargy \dengan
maksud menguntungkan diri sendiri atau orang l@casa melawan
hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya ksema
seseorang memberikan sesuatu, membayar atau maneeimbayaran
dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatdibiaga sendiri;
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2. tindakan pegawai negeri penyelenggara negara yaadp pvaktu
menjalankan tugas;

3. meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahandaseolah-olah
merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahlmva hal tersebut
bukan merupakan utang;

4. meminta, menerima atau memotong pembayaran kepaydavai negeri
atau penyelenggara negara yang lain atau kepadaka®, seolah-olah
pegawai negeri atau penyelenggara negara yangatain kas umum
tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketadthwa hal
tersebut bukan merupakan utang.

Perbuatan yang dapat dikategorikan perbuatan cuazaigjla:

1. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membugjuban atau
penjual bahan bangunan yang pada waktu menyeraliaran
bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapatbamayakan
keamanan orang atau barang atau keselamatan ndgjara keadaan
perang;

2. Petugas pengawas bangunan atau pengawas penybediz@nbangunan
sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimareksilich dalam
poin 1;

3. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan atau mesgdarang
keperluan Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau dfisian Negara
Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yat@pat
membahayakan keselamatan negara dalam keadaag;peran

4. Orang yang menerima penyerahan bahan bangunanoesaag yang
menerima penyerahan barang keperluan TNI atau isigooINegara RI
dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dichakslam
poin 3;

5. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pealdtu
menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negeng ¢i atasnya
terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai denganupanaperundang-
undangan, telah merugikan orang yang berhak, phdhketahuinya
bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan qaeraperundang-
undangan.



1.12 SosioLocl KorRupPs! @

Perbuatan yang berkaitan dengan benturan kepentingalam
pengadaan, meliputi berikut ini.

1. Tindakan pegawai negeri atau penyelenggara negaita langsung
maupun tidak langsung dengan sengaja turut seldandaemborongan,
pengadaan atau persewaan, yang pada saat dilakekbmatan, untuk
seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurusraagawasinya.

2. Perbuatan menerima gratifikasi, yaitu setiap gkaisi kepada pegawai
negeri atau penyelenggara negara dianggap pembsuam, apabila
berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawameyandl kewajiban
atau tugasnya dan penerimaan gratifikasi terselgiak tdilaporkan
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangki@uw@0 hari
sejak diterimanya gratifikasi.

Awo&t(/-" \
"Saya ingin bedhenti 1
tiekerja di Ranton ini, Fak
Rarena saya Lelah beferja
dengmtamng-amng& 7
sistem yang kowp” | T

= o
0 a W/ HH a
?u \l r—ﬂ 0
an 5 H= =
oa
Gambar 1.1.

Korupsi dapat Membuat Seorang Pegawai yang Jujur menjadi Frustrasi

Setelah menelaah bentuk-bentuk tindakan korupsiuménundang-
undang, barangkali Anda sudah semakin tahu, apaintiakan korupsi,
terutama yang terjadi di tubuh birokrasi pemeriatalkdan yang merugikan
keuangan atau perekonomian negara, dan bagaimasakkensi hukumnya
apabila tindakan itu terbukti menyalahi peraturtéauaundang-undang yang
berlaku. Apabila kembali memperhatikan dua kasusyydiketengahkan di
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atas maka dengan menyimak UU No. 31/1999 jo. UU202001 maka kita

dapat memastikan bahwa keduanya dapat dikategordednagai tindak

pidana korupsi. Namun, ketika sampai di pengadilening kali masyarakat
dibingungkan dengan keputusan hakim dan jaksa gerglefinisikan secara
berbeda tentang tindakan yang dianggap korupsrselalam kasus direktur
utama PT Pupuk Kaltim. Menurut hakim, tindakan sdirgktur dianggap

tidak bersalah karena ia tidak merugikan keuangayam, sebaliknya jaksa
penuntut umum menilai, apa yang telah dilakukah skng direktur, dengan
cara menggunakan fasilitas perusahaan untuk mamggkan dirinya sendiri,

dianggap sudah mengandung unsur tindak pidana siorBpdangkan pada
kasus korupsi di PTPN XI, sudah cukup jelas memikgatakan bersalah
karena telah merugikan keuangan negara dengannualekukan rekayasa
atau pemalsuan surat kontrak perdagangan.

Setelah Anda membaca tentang, bentuk tindak
pidana korupsi sebagaimana yang disebut
dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001,
sekarang coba Anda cari contoh kasus untuk
setiap bentuk korupsi. Anda dapat mencari
kasus yang di beberapa surat kabar/majalah.

B. PENGERTIAN KORUPSI SECARA LUAS

Agar pemahaman Anda tentang korupsi menjadi leb#s Idan tidak
mudah dibingungkan oleh berbagai argumentasi yarigadang menutupi
tindakan menyimpang yang dilakukan oleh para pelakupsi, marilah kita
mempelajari berbagai definisi atau pendapat darbdmai ahli tentang
korupsi.

Berikut ini diketengahkan beberapa pengertian ksirypng lebih luas,
tidak saja berkenaan dengan korupsi di lembaga petaiean yang
merugikan keuangan negara, tetapi juga merugikasyanakat kebanyakan.
Solihin (2000) dalam makalahnya tentadgti Corruption and Good
Governance, menuliskan pengertian korupsi dari beberapa afalng
dikutipnya.
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1. Shleifer dan Vishny (1993):
Korupsi adalah penjualan barang-barang milik pemerintah oleh pegawai
negeri untuk keuntungan pribadi. Sebagai contoh, pegawai negeri sering
menarik pungutan liar dari perizinan (misalnya lisensi, bea cukai atau
pelarangan masuk bagi pesaing). Para pegawai negeri itu memungut
bayaran untuk tugas pokoknya atau untuk pemakaian barang-barang
milik pemerintah untuk kepentingan pribadi.

2. Adji (1996):

Pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan
keuangan negara saja. Tindakan bribery (penyuapan) dan kickbacks
(penerimaan komisi secara tidak sah) juga dinilai sebagai sebuah
kejahatan. Penilaian yang sama juga diberikan pada tindakan tercela
dari oknum pemerintah, seperti bureaucratic corruption, yang
dikategorikan sebagai bentuk dari offences beyond the reach law
(kejahatan-kejahatan yang tidak terjangkau oleh hukum). Contoh-
contoh kejahatan seperti itu, antara lain pelanggaran pajak, penipuan
di bidang kredit, penggelapan dan penyalahgunaan dana masyarakat.
Selain yang dikemukakan Adji di atas, bentuk-bentuk korupsi lainnya
antara lain meliputi penggelapan (embezzlement), pemalsuan (fraud),
pemerasan (extortion), penyalahgunaan wewenang, pertentangan
kepentingan (conflict of interest), pilih kasih (favoritism), menerima
komisi (commission), nepotisme, dan sumbangan ilegal (ilegal
contribution).

3. SH. Glendoh (1997):
Korupsi direalisasikan oleh aparat birokrasi dengan perbuatan
menggunakan dana kepunyaan negara untuk kepentingan pribadi yang
seharusnya digunakan untuk kepentingan umum. Korupsi tidak selalu
identik dengan penyakit birokrasi pada instansi pemerintah, pada
instansi swasta pun sering terjadi korupsi yang dilakukan oleh
birokrasinya, demikian juga pada instansi koperasi. Korupsi merupakan
perbuatan tidak jujur, perbuatan yang merugikan dan perbuatan yang
merusak sendi-sendi kehidupan instansi, lembaga, korps dan tempat
bekerja. Dalam kaitan ini korupsi dapat berpenampilan dalam berbagai
bentuk, antara lain kolusi, nepotisme, uang pelancar atau uang pelicin.
Menurut Glendoh, kolusi adalah sebuah persetujuan rahasia di antara
dua orang atau lebih dengan tujuan penipuan atau penggelapan melalui
persekongkolan antara beberapa pihak untuk memperoleh berbagai
kemudahan guna kepentingan mereka yang melakukan persekongkolan.

! Diambil dari Materi Modul Pembelajaran Anti KosipJntuk Pelajar, yang dicetak
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
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Nepotisme adalah kebijaksanaan mendahulukan saudara, sanak famili
serta teman-teman. Nepotisme dapat tumbuh subur di Indonesia karena
budaya patrimonial yang sudah melekat sejak dulu. Sedangkan uang
pelancar sering timbul karena tata cara kerja dan kebiasaan dalam
kantor-kantor pemerintah sangat berbelit-belit dan lambat sehingga
keinginan untuk menghindari kelambatan ini merangsang tumbuhnya
kebiasaan-kebiasaan yang tidak jujur. Uang pelicin adalah bentuk
korupsi yang sudah umum terutama dalam hubungan dengan hal-hal
pemberian surat keterangan, surat izin dan sebagainya. Biasanya orang
yang memberikan uang pelicin (menyogok) tidak menghendaki adanya
pelanggaran peraturan, tetapi mereka lebih menginginkan supaya
berkas-berkas surat dan komunikasi berjalan lebih cepat sehingga
keputusan dapat diambil dengan cepat pula.

4. Silalahi (1997):

Korupsi bukan hanya terjadi pada aparatur pemerintah, korupsi di
kalangan pegawai swasta malah jauh lebih besar, seperti terjadinya
kredit macet di sejumlah bank swasta yang disebabkan oleh adanya
kolusi antara direktur bank dengan pengusaha. Di samping itu, korupsi
di kalangan aparatur negara tidak semata-mata disebabkan oleh gaji
yang kecil, sebab yang justru melakukan korupsi secara besar-besaran
adalah mereka yang bergaji besar, akan tetapi tidak puas dengan apa
yang telah mereka terima.

5. Mugihardjo (1997):
Korupsi yang terjadi di negara-negara berkembang biasanya terjadi
karena ada penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dilakukan
petugas atau pejabat negara. Hal itu karena pengertian demokrasi di
negara-negara berkembang lebih banyak ditafsirkan dan ditentukan oleh
penguasa daripada ditafsirkan dan ditentukan oleh pemikir di negara-
negara berkembang tersebut.

Selain pendapat dari beberapa ahli, seperti yakgtigdi oleh Solihin,
terdapat beberapa pengertian korupsi juga dapiéaditlari uraian berikut
ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Jary & Jaditjondro dan
Klitgard.

Jary & Jary (1991) menyebutkan fenomena korupsagabtindakan
yang mengabaikan nilai-nilai atau standar moralyditetapkan oleh pihak-
pihak yang memiliki kewenangan, di mana tindakaseteut, dengan tanpa
mendapatkan sanksi, dilakukan demi mendapatkan tlegan atau
kepentingan pribadi (dalam Pinto-Duschinky, 198¥amun, Jary & Jary
mengingatkan jika definisi tersebut digunakan malkan menimbulkan
persoalan karena di berbagai masyarakat, praktikpisd meskipun secara
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khusus telah diberi sanksi hukum atau administsasing kali dapat menjadi

hal yang lazim atau menjadi suatu kebiasaan denrd#& secara luas sebagai

perilaku atau tindakan yang normal. Korupsi menjpdrsoalan, baik di

negara-negara dunia ketiga maupun di negara-nggagperekonomiannya

sudah maju karena dapat mempengaruhi hasil-hasj telah dicapai yang
secara sosial penting bagi peningkatan kesejalntarassyarakat. Korupsi
ternyata tidak juga terbatas dilakukan di negagare yang belum

berkembang atau negara yang berpaham ekonomiispdethpi juga di

negara-negara maju, seperti yang ditunjukkan damdakasus skandal

Watergate di Amerika Serikat atau skandal Poulsdngdris.

Aditjondro (2006), dengan mengkompilasi berbagariteseperti yang
diajukan oleh Syed Hussein Alatas, William-Chantblign Milovan Djilas,
membedakatiga lapis korupsi.

Korupsi lapispertama meliputi bidang sentuh langsung antara warga
(citizen) dan birokrasi atau aparatur negara. Korupsi jiemiterdiri dari suap
(bribery), di mana prakarsa untuk mengeluarkan dana, jasab&nda datang
dari warga, dan pemerasaxtortion), di mana prakarsa untuk mendapatkan
dana, jasa atau benda tertentu tersebut datangniyjpadla aparatur negara.

Korupsi lapiskedua meliputi “lingkaran dalam”ifner circle) yang ada
di pusat pemerintahan. Korupsi lapis kedua ini tdj@edakan dalam:

1. nepotisme, di mana ada hubungan darah antara mgegiga menjadi
pelayan publik dengan mereka yang menerima berblag@miudahan
dalam bidang usaha mereka;

2. kronisme, di mana tidak ada hubungan darah antatayan publik
dengan orang-orang yang menerima berbagai kemudidiam bidang
usaha mereka;

3. kelas baru, di mana mereka yang mengambil kebijaleangan mereka
yang menerima kemudahan khusus untuk usaha mese#tah menjadi
satu kesatuan yang organik, satu stratum (lapisyavaegera dan warga
masyarakat yang bersama-sama memerintah satu negara

Korupsi lapis ketiga adalah jejaring korupsi yang sudah terbentuk,
meliputi birokrat, politisi, aparat hukum, aparateaknanan negara,
perusahaan-perusahaan negara dan swasta terteritulesnbaga-lembaga
hukum, pendidikan, dan penelitian yang memberikasak “objektif’ dan
“ilmiah” terhadap apa yang merupakan kebijakanriega itu. Tindakan
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mereka dapat dikatakan sebatmgetimator. Jejaring itu dapat berlingkup
regional, nasional, dan internasional.

Klitgard (1998) mengemukakan definisi korupsi sadabih luas, yaitu
apabila seseorang secara tidak halal meletakkaenkegan pribadinya di
atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang meéraunpah akan dilayani.
Korupsi menurutnya, bisa muncul dalam banyak bemtak membentang
dari soal sepele sampai soal yang amat besar. Dehgasnya definisi
korupsi maka korupsi dapat menyangkut penyalahgunaestrumen-
instrumen kebijakan, tarif dan kredit, sistem igigdan kebijakan perumahan,
penegakan hukum dan peraturan yang menyangkut keamamum,
pelaksanaan kontrak, pengembalian pinjaman atauwangkut prosedur-
prosedur sederhana, seperti pengurusan Kartu TBedduduk. Cakupan
korupsi menurut Klitgard bisa terjadi di berbagektsr, swasta maupun
pemerintah. la mengklasifikasikan tindak korupsinjadi 2, yaitufreelance
dan systemic. Tindakan korupsi dikategorikaineelance jika individu atau
kelompok mengambil keuntungan melalui kekuasaary ydimilikinya dan
mendukung terjadinya penyuapan. Sedangkan tindaampsisystemic jika
tindakan tersebut mengakibatkan kerugian ekonomiptditik. Pembedaan
korupsi juga dapat dilakukan atas kateg&orups aktif dan pasif.
Seseorang atau kelompok dikatakan melakukan koaligijika ikut terlibat
dalam tindakan korupsi atau membayar untuk sesyatg dilarang oleh
aturan formal yang berlaku. Sedangkan yang terkait@gsif jika seseorang
atau kelompok, terutama yang memiliki jabatan akawenangan yang
melekat dengan jabatan tersebut, pegawai negeripgtayelenggara negara,
menerima pemberian, janji, hadiah, suap atau dkasif karena berbuat atau
tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bengah dengan
kewajibannya.

Korupsi mungkin dapat lebih mudah Anda pahami denmganggunakan
matriks berikut ini. Matriks ini dibuat sebagai ypauntuk merangkum
berbagai pengertian korupsi, seperti yang telataikan di atas.
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Dari berbagai uraian di atas, diharapkan Anda
menjadi semakin jelas dalam memahami
perilaku atau tindakan korupsi. Sekarang coba
Anda bandingkan pengertian korupsi yang
tertera di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo.
No. 20 Tahun 2001 dengan berbagai pengertiah
korupsi seperti yang diungkapkan oleh
beberapa ahli.

&_}_% LATIHAN
=

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai matexiadi
kerjakanlah latihan berikut!

1) Coba Anda uraikan kembali tentang pengertian tindatorupsi secara
ringkas, namun menyeluruh!

2) Dari fenomena korupsi yang sudah Anda pelajari delzskan pihak-
pihak mana atau siapa yang dirugikan dari tindalasi!

3) Coba Anda baca sekali lagi dua buah artikel yatkgtdngahkan pada
awal tulisan ini dan carilah artikel atau beritaifze lainnya yang
mengetengahkan pengungkapan kasus korupsi oleragamberadilan.
Setelah menelaah artikel atau berita yang Andakamdi media massa,
dapatkah Anda menjelaskan bahwa tindakan korupdiétbahaya bagi
keberlangsungan hidup masyarakat!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, uraikan jawabaea dengan
melakukan hal-hal berikut.
1) Pemahaman atas berbagai pengertian korupsi, badkdsrkan UU atau
dari berbagai ahli, seperti yang telah dipaparkaatas.
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N

) ldentifikasi terhadap berbagai pengertian korupsin dbila perlu
merumuskan kembali kategorinya berdasarkan pemahamaa.
Pengumpulan kliping berita dari berbagai media masguk membantu
Anda dalam memberi penjelasan yang disertai demgamoh-contoh
kasus tentang berbagai sebab dan akibat dari aimdedrupsi tersebut.

<§ RANGKUMAN

Korupsi adalah suatu fenomena yang terjadi di dakaimdupan
masyarakat di mana pun di dunia ini. Sebagai stiatiekan yang
dianggap melanggar hukum, nilai atau standar nmoedyarakat maka
korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana. Dolmgsia tindak pidana
korupsi tertuang di dalam UU No. 31/1999 jo. UU 6. Tahun 2001.
Tindak pidana korupsi yang tercantum di dalam Wdekeut dirumuskan
ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana, di mana Hatiga puluh
bentuk/jenis tindak pidana korupsi itu, dapat dikehokkan menjadi:
(1) tindakan yang menyebabkan kerugian negaratif@pakan yang
mengandung unsur suap-menyuap; (3) tindakan yarigibten dengan
penggelapan dalam jabatan; (4) tindakan yang melgan unsur
pemerasan; (5) tindakan yang dapat dikategorikabuaéan curang;
(6) tindakan yang berkaitan dengan benturan kepgenti dalam
pengadaan; dan (7) gratifikasi.

Mengacu pada pendapat beberapa ahli, tindakan sior@miliki
arti luas dan dapat dikategorikan berdasarkan suteljadinya korupsi,
lingkup tindakan korupsi, pelaku korupsi, korbami demdakan korupsi
dan nilai/norma masyarakat yang dilanggar.

% TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

w
~

Al

)

)

1) Perangkat undang-undang yang mengatur tindak pikiamegosi tertuang
di dalam ....

UU No. 20 Tahun 2003

PP No. 19 Tahun 2005

PP No. 11 Tahun 2005

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001

ocowp
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2)

3)

4)

5)

Tindakan memalsukan buku-buku atau daftar-daftausib yang
berkaitan dengan pemeriksaan administrasi, bailg y@itakukan oleh
pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri, yarggatikan
menjalankan suatu jabatan, dapat dikategorikangselisndak korupsi
yang ....

A. menyebabkan kerugian negara

B. mengandung unsur suap-menyuap

C. berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan

D. mengandung unsur pemerasan

“Korupsi merupakan fenomena yang mengabaikan nilai- atau
standar moral, di mana tindakan tersebut (boleh) jddngan tanpa
mendapatkan sanksi, dilakukan demi mendapatkan tlkegan atau
kepentingan pribadi.” Pernyataan tersebut dikemakakeh ....

A. Jary and Jary

B. Shleifer dan Vishny

C. Silalahi

D. Mugihardjo

Aditjiondro membedakan korupsi dalam 3 lapis, seépemtegori di
bawabh inikecuali ....

A. bribery dan extortion

B. jegaring korupsi

C. whitecollar crime

D. inner circle

Masyarakat mengalami kesulitan dalam memberamagskan korupsi
karena ada sebagian masyarakat yang menganggapskdru sebagai
hal yang wajar. Anggapan tersebut tercermin dasuak pernyataan,
yaitu ....

A. pelaku tindak pidana korupsi hanya menyentuh péjadjabat
tertentu

pelaku korupsi dilindungi oleh sistem birokrasi gditak efisien
tidak ada hukum yang tegas dalam kasus tindak aikarupsi
korupsi sebagai tindakan yang wajar atau tindakaangy
menguntungkan secara ekonomi, layaknya sepertispésb

OCow
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6)

7

8)

9)

10)

SosioLocl KorRupPs! @

Perilaku korupsi juga meliputi sikap atau tindakd@lam menerima
pemberian, janji, hadiah, suap atau gratifikasi,néina si penerima
tersebut adalah pegawai negeri atau penyelenggegaran Perilaku
tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pid&oeupsi yang

terkategori ....
A. aktif

B. pasif

C. kolusi

D. nepotisme

Suap dan pemerasan dimasukkan dalam kategori kdeyps pertama
karena ....

A. berkaitan dengan jejaring korupsi

B. bersentuhan langsung dengan warga

C. bentuk korupsi yang paling banyak ditemui di maakat

D. dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan kelanas

Nepotisme dapat tumbuh subur pada negara yang |keletagan
budaya ....

A. patrilokal

B. matrilokal

C. patrimonial

D. matrilineal

Pemberian dalam arti luas, yang meliputi pembeuiamg, barang, rabat
(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanfasilitas

penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma;cdara fasilitas
lainnya adalah pengertian dari ....

A. dana suap

B. hadiah
C. hibah
D. gratifikasi

Korupsi di alam demokrasi terjadi karena ada pehginaan
kekuasaan dan wewenang yang dilakukan oleh pejabgara atau
pegawai pemerintahan. Pendapat tersebut dikemulaéhan...

A. Mugiharjo
B. Silalahi
C. Aditjondro
D. Silalahi
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Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban desdif 1 yang
terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaabyang benar.
Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetamgkat penguasaan
Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

, Jumlah Jawaban yang Benar
Tingkat penguasaan = x100%
Jumlah Soal

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89&dbaik
70 - 79%6cukup
<9%0= kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lehitda dapat
meneruskan dengan Kegiatan BelajaBagus! Jika masih di bawah 80%,
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar lytéena bagian yang
belum dikuasai.
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KEGIATAN BELAJAR 2

Ilmu-ilmu Sosial yang Mempelajari
Fenomena Korupsi

audara mahasiswa, pada Kegiatan Belajar 1 Andd telamahami
8 pengertian korupsi dalam arti luas. Untuk KegiaBeiajar 2 ini kita
akan membahas beberapa disiplin ilmu yang memikfjian tentang
fenomena korupsi. Untuk mempelajari fenomena kardgdebih dahulu
Anda harus mengetahui ranah terjadinya tindakarugsdr yaitu dalam
kehidupan bermasyarakat. Korupsi di masyarakat adénpnasalah besar
apabila terjadi di lembaga atau institusi yang ntikmkekuasaan, salah
satunya adalah lembaga negara atau pemerintahay gpabila terus-
menerus dibiarkan tanpa ada upaya untuk membenrgatasaka lambat laun
akan meruntuhkan sistem dan struktur pemerintaianedara tersebut.
Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi tindakaruksi atau mencegah agar
tindakan tersebut tidak membawa kerusakan yang lghiah maka kontrol
sosial yang cukup kuat perlu ditegakkan oleh imstithukum. Dengan
memperhatikan terjadinya korupsi dan upaya-upaysamganannya maka
kajian tentang fenomena tersebut tentunya lebihyddardipelajari oleh
disiplin ilmu-ilmu sosial. Adapun ilmu-ilmu sosiajang mempelajari
fenomena korupsi diantaranya adalah ilmu admirgstibmu politik, ilmu
hukum, kriminologi, dan sosiologi. Apabila Anda nibkn kesempatan
untuk menemukan dan membaca fenomena korupsi despgktif keilmuan
yang lain, selain yang telah dikemukakan di dalarkubini, ada baiknya
Anda mencatat dan mempelajarinya. Dengan mengetarbiagai disiplin
ilmu yang mengkaji fenomena korupsi, kita akanHefiemahami berbagai
hal yang menyebabkan orang atau sekelompok oranguau lembaga
bertindak korupsi dan bagaimana korupsi dapatdedaberbagai institusi.
Kajian yang berkaitan dengan fenomena korupsilddima disiplin ilmu itu,
secara ringkas, diuraikan sebagaimana berikut ini.

A. ILMUADMINSTRAS

llImu administrasi, mempelajari berbagai hal yangkaian dengan
aktivitas pelayanan publik dan struktur pemerintahaserta praktik
administrasi yang dikerjakan oleh pejabat publikmul ini dalam
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perkembangannya melibatkan pula disiplin pengetaHam, seperti ilmu
hukum, ilmu politik dan ilmu manajemen (Kuper dampér, 2000). [Imu
hukum digunakan oleh ilmu administrasi untuk merajgel ketepatan
prosedur dan pertanggungjawaban administrator ppulalam menjalankan
otoritas publiknya. Ilmu politik juga mewarnai perkbangan ilmu
administrasi karena adanya persinggungan antaitikps] pejabat publik
dan pegawai pemerintahan sipil. Ketiga aktor tarsbbrperan dalam proses
pembuatan dan penerapan kebijakan sehingga didsyestu birokrasi
pemerintahan yang efisien, adil dan bebas dari ipgrangan lfias)
kepentingan atau partisan. llmu manajemen membammbangan
pengetahuan yang tidak sedikit pula pada ilmu adhtnési, khususnya
berkaitan dengan kajian organisasi dalam admisispablik. Kajian ilmu
administrasi ,yang bersinggungan dengan ilmu politmenempatkan
birokrasi pemerintahan sebagai fokus studi yangugukenting karena
melalui birokrasi pemerintah memiliki peran untuk emgarahkan,
mengendalikan, dan mengatur kegiatan-kegiatan gidakukan oleh umum,
seperti warga, pemilik hak suara atau para pekeBjeokrasi adalah
organisasi yang disusun secara hierarkis ataurtjang@ di mana tugas dan
tanggung jawab serta prosedur kerjanya ditetapeara baku.

Korupsi menjadi kajian ilmu administrasi karena Kaétan dengan
penyimpangan atau penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh
pgabat birokras dalam memberikan pelayanan kepada warga.
Hubungan antara birokrasi dan terjadinya perilaktugsi dapat dilihat dari
dua sudut pandang yang berbeda, yaitu sldgrnegatif dan positif (Ismail,
1999). Dilihat dari sisi negatif, birokrasi ditentkan sebagai arena yang
potensial untuk korupsi karena ciri-ciri birokrgsing susunannya berjenjang
atau hierarkis dan prosedurnya yang baku berakfimda pemberian
pelayanan yang lamban, kaku dan berbelit-belit.dédaa ini dapat menjadi
pendorong berkembangnya penyalahgunaan kekuasaag ggunyai
masing-masing jenjang organisasi sehingga mengaaala komersialisasi
kekuasaan. Dari sisi positif birokrasi dapat ditatkpn sebagai pencegah
terjadinya korupsi. Dengan susunan organisasi \aerjenjang, birokrasi
dapat berfungsi sebagai pengawas, di mana jenjang kebih bawah selalu
diawasi oleh jenjang yang lebih atas. Dengan proskedrja yang baku itu
birokrasi dapat berfungsi sebagai pelindung bagisya@kat yang
dilayaninya.
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Secara teoretis, lembaga birokrasi merupakan swattuk dan tatanan
yang mengandung struktur dan kulturnya sendiruk®tir mengetengahkan
susunan dari suatu tatanan, dan kultur mengandilaig(values), norma,
sistem, dan kebiasaan yang dilakukan oleh par&ymgja, di mana melalui
struktur dan kultur itu dapat mencerminkan periladari sumber daya
manusianya (Thoha, 2002). Dengan dimilikinya stiuk@ang kuat dan kultur
yang selalu mengedepankan kepentingan pelayandik yalng adil maka
birokrasi seharusnya dapat bertindak netral, pi@fes dan mantap.
Pemerintahan yang bailyqod governance) seharusnya memiliki birokrasi
yang berstruktur kuat, berkultur memberikan pelayanerbaik dan adil
kepada semua anggota masyarakat, bertanggung jdaaountable),
memiliki legitimasi atau hak dan wewenang yang satuk menjalankan
kekuasaan terhadap warga-warganya, dan transpafity memiliki
mekanisme untuk menjamin bahwa masyarakat umum likeakises dalam
pengambilan keputusan. Namun dalam praktiknya, kkash cenderung
memihak atau terkotak-kotak pada kepentingan ppdbiik tertentu, tidak
bertanggung jawab karena cenderung menyelewengkawemang dan
jabatan untuk kepentingan pribadi para aparat batpklan tidak transparan.
Pembangunan di negara-negara dunia ketiga seritigiugg mengalami
hambatan karena birokrasi yang korup seperti itnalisis Bank Dunia dan
lembaga-lembaga donor internasional lainnya di reegagara sedang
berkembang, termasuk Indonesia, menunjukkan bahige lpemerintahan
di negara-negara tersebut lebih banyak disebabldmkepentingan pribadi
sang penguasa, korupsi dan hilangnya legitimasiilpdari birokrasi yang
sedang menjalankan pemerintahan (Kuper dan Kupéf)2
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PELAYANAN PUB
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Gambar 1.2.
Pelayanan Publik seharusnya Mendahulukan dan Mementingkan Kepentingan
Rakyat Banyak, Bukan Orang-orang Tertentu yang Memiliki Uang atau
Kekuasaan

Coba Anda kemukakan
beberapa alasan mengapa
birokrasi dapat menjadi
lahan yang subur untuk
berkembangnya korupsi !

B. ILMUPOLITIK

llImu politik adalah suatu disiplin akademis yandhdisuskan untuk
menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, dan oi@lakpenilaian yang
sistematis mengenai berbagai proses politik yandibatkan kekuasaan
(Kuper dan Kuper, 2000). Melalui kajian tentang kasaan itu pula, ilmu
politik mempelajari proses pembentukan dan pembafgekuasaan dalam
masyarakat, antara lain berwujud dalam proses patabukeputusan,
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khususnya yang dilakukan oleh negara. Di dalami telasik Aristoteles
(dalam Kuper dan Kuper, 2000), dikatakan bahwa politiklatl suatu usaha
yang ditempuh oleh para warga negara untuk mewajuétkbaikan bersama.
Dengan definisi yang demikian maka ilmu politik gugerkepentingan dalam
mempelajari penyelenggaraan pemerintahan dan negea segala sesuatu
yang berkaitan dengan proses perumusan dan petaits&ebijakan publik.
Selain mengkaji masalah kekuasaan dan segala aspeknu politik juga
mempelajari praktik demokrasi di berbagai negasa paemerintahan.
Korupsi oleh ilmu politik dapat didefinisikan selaagenyalahgunaan
wewenang atau kekuasaan oleh pejabat pemerintah atau politis bagi
keuntungan mereka sendiri. Korupsi kekuasaan itu dapat terjadi dalam
berbagai bentuk, bisa karena pejabat pemerintabkoiehn penyelewengan
dengan menerima uang suap atau menerima imbalag lyartentangan
dengan peraturan, bisa juga penyelewengan karelagkukanmoney politics
yang terjadi di dalam proses pemilihan umum (pens&hingga dengan cara
yang licik dan curang dapat membuat seseorang rgedatfam pemilu.
Berkaitan dengan penyelewengan kekuasaan, seosgagqvgan sekaligus
bangsawan terkemuka dari Inggris yang hidup padé albad ke-19, John
Emerich Edward Dalberg Acton (1834-1902), menyatabahwa di dalam
suatu lembaga atau institusi yang memiliki kekuasb#a terjadi suatu
situasi, di manapower tends to corrupt, and absolute power corrupts
absolutely (kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yamjutlgan
korup secara absolut). Pernyataan Acton tersebutgamelung pengertian
jika kepekaan moralitas seorang pemimpin atau ps®lerkurang atau
menurun, sedangkan kekuasaan yang dimilikinya semalenguat maka
peluang untuk melakukan tindakan korupsi akan semtakbuka lebar.
Demokrasi juga menjadi kajian penting di dalam stilidu politik,
khususnya dalam menilai penegakan prinsip-pringmakrasi di negara-
negara sedang berkembang. Korupsi yang terjadiedanma-negara yang
sedang berkembang, salah satunya juga disebab&hrtiddk konsistennya
penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistenrmep@tahan dan
kenegaraan. Persoalan utama dari negara yang seadalgi proses transisi
menuju demokrasi, seperti Indonesia saat ini adg@atia pelembagaan
struktur dan kultur demokrasi. Dalam kultur demakra perilaku
pengambilan keputusan harus dilakukan untuk danretena orang banyak,
dijalankan sesuai dengan norma-norma demokrasiyjuk#gn untuk
menegakkan ketertiban dan keadilan serta membepkalindungan pada
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pihak-pihak yang lemah serta mengintegrasikan Igaibakelompok
masyarakat. Tetapi yang menjadi masalah adalak bdaubahnya struktur
dan kultur kekuasaan feodal di negara-negara bdr&eg) sementara mereka
mengaku menggunakan prinsip-prinsip demokrasi. lagratkekuasaan yang
feodalistik memiliki nilai-nilai yang terpola seeafeodal, mengedepankan
kedudukan pasti bagi orang-orang tertentu berdanak&lahiran atau profesi
sebagai bangsawan politik dan memposisikan dirarsederseberangan
dengan rakyat biasa.

Korupsi menjadi mungkin terjadi di dalam negarangbn sistem
kekuasaan bersifat feodal karena kekuasaan samgnpgiemimpin yang
berkuasa dan diagungkan) bisa tanpa batas damsttdndsi hanya kepada
anggota keluarga atau kroni-kroninya. Korupsi terjanelalui kolusi dan
nepotisme yang dilakukan oleh para penguasa daringa karena mereka
merasa memiliki kekuasaan tanpa batas. Dalam sigt&masaan yang feodal
tersebut, birokrasi pemerintah cenderung tertutugan didak untuk
kepentingan kesejahteraan orang banyak. Dalamplofitik, bentuk korupsi
kekuasaan seperti itu dikenal dengan naetpatrimonialisme (Rais, 1999).
Patrimonialisme itu sendiri menggambarkan suatuubedominasi politik
atau otoritas politik pada masa lalu yang didasapgada kekuasaan personal
sang raja dan birokrasi yang dijalankan oleh rutaabjga kerajaan (Jary dan
Jary, 1991). Konsep tentang patrimonialisme, hinggabentuknya yang
sekarang, neopatrimonialisme, tidak jarang digunakatuk menunjukkan
tipe khusus dari suatu sistem politik, yang ditaraleh adanya kekuasaan
yang dilakukan secara sewenang-wenang dan adrasiisgerta birokrasi
pemerintahannya di bawah kontrol langsung sang yssag Para pegawai
yang terlibat di dalam administrasi atau birokngaing berciri demikian itu
tidak memiliki basis kekuasaan apapun, mereka pekieanya sebatas
sebagai pegawai pemerintah yang melaksanakan tt@@sa mampu
melakukan kontrol terhadap kekuasaan.

Untuk melembagakan demokrasi diperlukan hukum darungang-
undangan serta perangkat birokrasi serta struleomepintahan yang baik dan
bersih food and clean government). Dengan struktur pemerintahan yang
seperti itu akan dapat mendorong terpolanya peritimokratis hingga bisa
menjadi pandangan hidup bagi setiap warga negaradga melalui
pelembagaan atau institusionalisasi nilai-nilai dkratis akan mencegah
tindakan penyelewengan kekuasaan dan korupsi. Dengéstem
kelembagaan yang demokratis, di mana tiap inditédiindungi hak-haknya
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bahkan dibantu oleh negara untuk bisa mengaktsideanya maka diyakini
kesejahteraan yang sesungguhnya akan dapat tercapai

Carilah contoh beberapa kasus
korupsi yang dapat dikaji dari
pandangan ilmu politik !

C. ILMUHUKUM

Disiplin ini mengkaji berbagai hal yang berkaitaendan fungsi sistem
hukum yang berperan mendistribusikan dan memelibbokasi nilai-nilai
atau norma-norma yang dianggap benar oleh masyarmdikanana alokasi
tersebut dilakukan dengan semangat kebajikan, yaénegakkan keadilan
(Kuper dan Kuper, 2000). llmu hukum secara akadetaibagi dalam
beberapa kajian, seperti: hukum pidana, hukum perdiakum administrasi,
hukum internasional, hukum lingkungan dan bebekagang kajian lainnya.
Salah satu cabang dari ilmu hukum yang secarasnteembahas tentang
fenomena korupsi adalah ilmu hukum pidana.

Untuk menentukan suatu tindakan dapat dikategordetmagai tindak
pidana korupsi maka ilmu hukum pidana menggunakaat kriteria baku
yang sesuai dengan asas-asas hukum pidana (13618)).

Keempat kriteria itu adalah berikut ini.

Pertama, melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang
ditetapkan. Artinya, bila seseorang dalam perbustantu memenuhi salah
satu di antara persyaratan berikut.

1. Melanggar hak-hak orang lain.

2. Bertentangan dengan kewajiban-kewajibannya sengéang telah

dibebankan oleh hukum.

Bertentangan dengan norma-norma adat atau kesogangrazim.

4. Bertentangan dengan keharusan yang muncul dalageayean atau
interaksi sosial.

5. Apabila perbuatan yang dilakukan seseorang bertgatadengan salah
satu dari keempat persyaratan tersebut maka pittanapsi dapat
dijatuhkan.

w
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Kriteria melawan hukum juga dibedakan atas:

1. melawan hukum yang formal (pengertian yang senygiifu perbuatan
yang melanggar ketentuan hukum tertulis yang diblgdt negara;

2. melawan hukum yang materiil (pengertian yang lugs)u perbuatan
yang melanggar ketentuan, baik dalam hukum tertmigipun tidak
tertulis, seperti hukum yang muncul dari interadsial (norma-norma
kesopanan, kesusilaan atau kepantasan).

Kriteria kedua, akibat dari tindakan korupsi itu adalah terjadiny
kerugian bagi masyarakat atau negara. Kerugiabista bersifat (1) material
(yang tampak), seperti berupa hilangnya hak miélgara atau masyarakat;
(2) immaterial (yang tidak tampak), bisa beruparieamnya keselamatan
negara atau hilangnya kesempatan anggota masyanakét mendapatkan
haknya. Apabila antara perbuatan korupsi dengawgian yang terjadi tidak
ada hubungan sebab-akibat (yang dapat dikuatkagadgrembuktian) maka
si pelaku tidak tersangkut dalam tindakan korupsi.

Kriteria ketiga, perbuatan itu dilarang oleh peraturan yang barlak
kriteria ini adalah cermin dari asas legalitas. ifyd, tidak ada suatu
perbuatan (korupsi) dapat dipidana, kecuali atagkudt@n peraturan
perundang-undangan pidana yang telah ada (telataplt@n) sebelum
perbuatan itu dilakukan. Jadi, bila peraturan betlibuat atau belum ada,
suatu tindakan korupsi tidak bisa dinyatakan sebagsbuatan korupsi.
Sedangkarkriteria keempat adalah apabila perbuatan itu memenuhi kriteria
pertama, kedua dan ketiga, di atas maka si pelangtes akan dikenai
sanksi atau hukuman.

Adanya empat kriteria dalam asas-asas hukum pitiensgbut maka
dapat dikatakan bahwa kajian dari ilmu hukum pidémnaifatnyayuridis-
dogmatis. Dengan demikian, untuk menetapkan suatu tinda&edategori
sebagai tindakan pidana, termasuk tindakan komadia harus ada dasar
dan bukti-bukti yang kuat atau akurat serta haresnemuhi unsur-unsur
perbuatan pidana yang telah ditetapkan. Namunndalaktiknya, seperti
yang dapat kita baca dan lihat dari berbagai peitalaer di media massa,
cukup sulit untuk mengumpulkan berbagai bukti yangt dan akurat dari
suatu tindak pidana korupsi. Sehingga dengan miyaninukti menyebabkan
pengadilan akan mengalami kesulitan untuk dapajererseseorang dengan
hukum pidana korupsi. Untuk mengantisipasi kebumtbaikum karena
sifathya yang demikian itu maka ilmu hukum juga gembangkan
pendekatan-pendekatan yang lain untuk dapat mememash keadilan
masyarakat.
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Salah satu pendekatan yang akhir-akhir ini mulaiadanakan oleh para
ahli hukum di Indonesia untuk mengatasi persoailagiak pidana korupsi
adalah dengan menggunakaola pembuktian terbalik (omkering van
bewijdast atau shifting burden of proof). Dalam asas pembuktian terbalik,
tersangka tindak pidana korupsi harus dapat meriMawmktbbahwa sumber
kekayaannya bukan dari hasil korupsi, dan pengadi@rhak untuk
memeriksanya. Apabila dari hasil pemeriksaan tgisaigagal membuktikan
bahwa asal kekayaan yang dimilikinya bukan berdaglhasil korupsi maka
seluruh kekayaan yang dimilikinya itu bisa dirampaguk negara, dan
sebaliknya, bila terbukti bukan berasal dari korupska ia bebas dari
tuntutan hukurh Dengan asas ini, tersangka atau terdakwalah hangs
membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas s yisangkakan atau
dituduhkan kepadanya. Namun, asas pembuktian ileibalmasih menjadi
polemik karena bertentangan dengssas praduga tidak bersalah yang
dianut oleh sistem hukum di Indonesia dan melandggdr asasi manusia.
Dalam azaz pembuktian terbalik tersangka atau keraaterlebin dahulu
dianggap telah terbukti bersalah, kecuali bila isalbmembuktikan bahwa
dirinya tidak bersalah (Zoneijdhi, 2002). Sedangkitam azaz praduga
tidak bersalah terdakwa belum dinyatakan bersgtahbelum ada keputusan
pengadilan bahwa ia bersalah. Akan tetapi, asadydian terbalik oleh
kebanyakan ahli hukum tetap didorong untuk digunakeh institusi hukum
karena persoalan korupsi di Indonesia sudah begigngakar dalam
masyarakat dan merusak kehidupan berbangsa.

Anti-korupcijski centar LINGVA
Kraljevo, Olge Jovici¢ 24
Tel: 036/ 320 300

Sumber:- Ilustrasi Anti Korupcijski Centar LINGVA, kraljevo Olge

Gambar 1.3.

2 “Kasus Widjanarko Bisa Memakai Pembuktian TeijalTempo Interaktif, Senin,

9 April 2007.
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Jelaskan secara singkat
Bagaimana suatu tindakan dapat
Disebut tindak korupsi dari sudu
ilmu hukum!

D. KRIMINOLOGI

Kriminologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahsosial yang
mempelajari  sebab-sebab munculnya kejahatan danyawgmya
pemberantasan atau pengendaliannya. limu ini mienkiidekatan dengan
disiplin ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial lainnyagperti sosiologi, politik,
psikologi dan antropologi, di mana dengan menggangkendekatan dari
disiplin ilmu-ilmu tersebut para ahli kriminologiagat menelusuri alasan
yang mendasari seseorang berbuat jahat, baik y#thgad dari aspek
biologis, psikis atau sosial tertentu. Dengan menggan perspektif kritis,
kriminologi melihat fenomena korupsi sebagai su@idak kejahatan yang
dapat ditelusuri berdasarkan konteks interaksi berelasi sosial yang
melibatkan berbagai unsur masyarakat. Melalui kajiang komprehensif,
kriminologi berusaha membantu memecahkan masalsalata korupsi
dengan memberi masukkan kepada pengambil kebijdkagan sasarannya
akhirnya adalah untuk menanggulangi dan mencegaip&io(Dirdjosisworo,
1996).

Fenomena korupsi oleh disiplin kriminologi dilina¢rdasarkan tiga hal
(Ismail, 1999).Pertama, mempelajari perkembangan tindakan korupsi.
Kriminologi melihat bahwa meningkatnya kasus-kakaosupsi baik secara
kuantitas maupun kualitas, disebabkan semakin rgkainya pelaksanaan
pembangunan di suatu negara. Dengan semakin pasakampleksnya
persoalan-persoalan yang muncul di dalam pembangsugtu negara, akan
semakin membuka peluang terjadinya korupsi, teratarapabila
pembangunan lebih ditekankan pada peningkatan keorak semata.
Korupsi pun ditengarai berkorelasi negatif terhagaptumbuhan ekonomi
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada waudirmana semakin
tinggi tingkat korupsi di suatu negara maka akanagén kecil kemungkinan
negara tersebut meraih pertumbuhan ekonomi yargl stesertai tingkat
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kesejahteraan masyarakat yang semakin membaikunftarhan ekonomi

yang tinggi, tetapi tidak stabil di suatu negarpalgpula mengindikasikan

terjadinya peningkatan tindak korupsi di negarasdbut. Sebaliknya,

semakin bersih suatu negara dari korupsi, semasartpula peluang negara
tersebut meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi stabil serta tingkat

kesejahteraan masyarakatnya semakin meningkatj@Bisavoro, 1996).

Kedua, kriminologi juga memiliki perhatian padasebab-sebab
terjadinya korupsi. Disiplin ini mengkajinya berdasarkan faktor-faky@ang
melingkupi terjadinya korupsi, yaitu terdiri dagktor manusia, lingkungan
sosial dan politik. Faktor manusia dianalisis beadkan kondisi fisik dan
kejiwaan dari si pelakunya. Faktor lingkungan dosizeliputi: lingkungan
keluarga, masyarakat, dan nilai-nilai moral ataageanaan. Faktor politik
dikaitkan dengan proses perumusan definisi dan maparbuatan yang
dapat dikategorikan sebagai korupsi oleh negatapmegang kekuasaan.

Ketiga, kriminologi juga berusahanemberi perlakuan (treatment)
terhadap pelaku dan korban, yang bisa dilakukan secara hukum (yuridis
formal) dan bisa juga secara sosial, melalui pekaid pelatihan dan
penyuluhan agar masyarakat tidak melakukan tind&eupsi.

Salah satu contoh kajian kriminologi dalam mengidi&asi bentuk-
bentuk kejahatan yang di dalamnya juga melibatkadakan korupsi antara
lain melalui kejahatan yang terorganisasirg@nized crime). Bentuk
kejahatan ini selain melibatkan sekelompok oranggytergabung dalam
suatu organisasi/institusi, mereka juga memanfaakkemajuan teknologi.
Kejahatan yang terorganisasi ini dapat juga dikaikgn sebagaiwhite
collar atau professional crime, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh para
pekerja profesional di tingkat manajerial atau dlitokrasi (yang pada
umumnya mereka dicirikan dengan pakaian berkrafh)putereka tidak
melakukan tindak kejahatan yang konvensional, seperampokan atau
penodongan, tetapi menggunakan pengetahuan modegndysalahgunakan
untuk melakukan pemalsuan produk-produk legal maufagal atau
penggelapan faud) pajak atau uang, melibatkan suatu sistem yang
terorganisasi atau antarorganisasi/institusi yamgnitiki hubungan khusus
yang saling menguntungkan. Ruang lingkup kejahatamg digarap oleh
mereka yang tergabung dalam jenis kejahatan ininumya ada di kota-kota
besar dan bahkan lintas negara (seperti perdagaizsrobatan terlarang,
senjata militer, pencucian uang hasil korupsi, silmagainya). Kelompok ini
sulit untuk dijamah oleh aparat hukum karena mertda segan-segan
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mempermainkan aparat penegak hukum dengan berbagaiuntuk dapat
terhindar dari hukuman. Modus kerja kelompok inlakasatunya adalah
berkolusi dengan pejabat-pejabat dari lembaga petakan atau bank-bank
swasta guna memperlancar bisnis dan gerakannya.

Sumber: http://www.cartoonstalk/newscartoons/....

Gambar 1.4.

Untuk menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yangn-
konvensional, termasuk di dalamnya adalah tindakdana korupsi,
kriminologi mencoba memberi formulasinya. Empat nfatasi yang
dikemukakan Dirdjosisworo (199@yertama, menata aparatur pemerintahan.
Aparatur yang tertata baik, dengan personal yaofegional di bidangnya
serta dilengkapi dengan sarana-prasarana Yyang moderaka
penanggulangan bentuk kejahatan-kejahatan yang rmatlengan modus
operandi yang canggih pun dapat dengan segerandarta Kedua,
menegakkan hukum dan undang-undang secara kudtotaisten. Hukum,
dalam perwujudan sebagai undang-undang, harusalkeg dengan kuat,
tidak pandang bulu, berwawasan ke masa depanmedas penegakannya
harus semakin bermutu dan berorientasi pada kedrenkan keadilan sosial.
Ketiga, harus ada koordinasi yang serasi antar fungs®rtatkum dan
aparatur pemerintahan yang terkait serta berdedileas berorientasi dalam
upaya mewujudkan keamanan, ketertiban serta keaddéa kesejahteraan
masyarakat banyak.Keempat, memotivasi masyarakat agar dapat
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berpartisipasi dalam mengungkapkan dan mengangkdbadai bentuk
kejahatan atau tindakan yang dianggap memiliki unkorupsi, serta
mendorong masyarakat untuk aktif mengambil bagaard penanggulangan
kejahatan korupsi.

Jelaskan dengan kalimat Anda
sendiri, bagaimana formulasi
penanggulangan korupsi
sebagaimana yang di sarankan ole
kriminologi!

E. SOSIOLOGI

Sosiologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuamgyanempelajari
kehidupan masyarakat, dalam lingkup spesifiknyajtuyakelompok-
kelompok, institusi atau organisasi yang ada damlamasyarakat beserta
dengan struktur dan kulturnya, dan berbagai priodesaksi yang melibatkan
para pelaku atau aktor dan agennggeficy) yang terlibat di dalam suatu
institusi sosial. Sosiologi melihat masyarakat damoses interaksi yang
terjadi antar anggotanya sebagai sesuatu yang tipasoatu proses
kehidupan antar manusia yang terus-menerus betaggsyang dalam
perjalanan proses dan dinamikanya itu dapat sajayaekan kelompok-
kelompok atau membongkar jaringan-jaringan yanghtehda. Dalam
memahami berbagai fenomena di masyarakat, sosiflggi berinteraksi
dengan disiplin ilmu sosial lainnya, seperti ilmwlipk, pemerintahan,
antropologi budaya, psikologi, ilmu ekonomi dan d&eipa disiplin ilmu
lainnya. Ilmu-ilmu tersebut membantu memperkuat lisisa sosiologis
terutama dengan perkembangan masyarakat yang sekeaikpleks.

Korupsi sebagai salah satu fenomena sosial tak lppla dari kajian
sosiologi. Ketertarikan sosiologi terhadap korugmiena fenomena tersebut
terjadi di institusi-institusi masyarakat yang #dvar di berbagai belahan
dunia. Secara historis, tindakan korupsi dapaiuditei dari masa ke masa.
Beberapa contoh tentang fenomena korupsi di berlvegmra dapat dilihat
pada ilustrasi berikut ini.
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Filipina

Korupsi di negara tersebut banyak dilakukan oleh Pegawai negeri (sipil
maupun pejabat negara), dalam bentuk menerima suap untuk
mengurangi kewajiban para pembayar pajak. Uang pelicin dan sogok
sudah meluas. Petugas pajak, wajar memungut upeti dari pembayar
pajak. Adanya sistem compradazgo (jaringan kerja ritual antarkerabat
yang menuntut kesetiaan lebih dari lembaga resmi mana pun) dan ciri
kebudayaan utang na loob (utang budi) menjadi salah satu penyebab
kuatnya jaringan korupsi di Filipina.

Cina

Tradisi menggunakan kedudukan pemerintah demi kepentingan pribadi,
dan praktik-praktik “pemberian hadiah” dan “komisi” menjadi penyebab
semakin mengakarnya praktik-praktik korupsi di negara tersebut. Di
Hong Kong, sebagai salah satu wilayah yang didiami oleh masyarakat
Cina, pada awal tahun 1970-an menjadi pusat pemrosesan dan ekspor
obat-obat terlarang. Obat terlarang menjadi bisnis besar dan kerja sama
dengan polisi, sebagai aparat penegak hukum negara, terjalin baik
dengan sistem “komisi” dan suap. Kerja sama itu menjanjikan
keuntungan yang besar bagi kedua belah pihak.

Nigeria

Kisah-kisah sedih rakyat Nigeria, seperti kelaparan dan kemiskinan
menjadi petunjuk betapa pemimpin di negara tersebut tetap korup dan
semakin meminggirkan rakyatnya. Rakyat semakin terasing dari
pemerintahan dan perekonomian negara semakin rentan terhadap
korupsi para pejabat. Korupsi terjadi di segala bidang, keberadaannya
memperhebat rasa ketidakpastian masyarakat tentang kemungkinan
manfaat kegiatan produktif mereka dan dapat menyebabkan orang
keluar sama sekali dari usaha yang telah dijalaninya.

Indonesia

Korupsi di Indonesia telah mengakar sejak sebelum dan sesudah masa
kemerdekaan, dan semakin kuat ketika Rezim Orde Baru berkuasa. Pada
masa itu, korupsi kekuasaan terjadi dalam berbagai bentuk dan
berlangsung selama jangka waktu yang lama. Kekuasaan yang korup itu
terjelma dalam diri seorang patron, pemimpin negara. Begitu kuasanya
ia sehingga seluruh negeri ini tidak lebih dari perluasan kekuasaan dari
rumah tangga sang presiden dan sanak keluarganya. Anak, menantu,
keponakan, cucu, ipar, dan istri, kerap diutamakan dan diberi hak-hak
istimewa, misalnya dalam memenangkan tender-tender proyek, para
kerabat itulah yang dimenangkan berdasarkan koneksi, bukan
kepakaran.
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Catatan:

Kisah korupsi di Filipina, Cina dan Nigeria, dikutip dari Klitgaard, Robert,
Membasmi Korupsi (edisi bahasa Indonesia), Jakarta, Yayasan Obor Indonesia,
2001.

Penggambaran korupsi di Indonesia, dikutip dari Rais, Amien, Kuasa, Tuna Kuasa,
dan Demokratisasi Kekuasaan, Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas
Gadjah Mada, 10 April 1999.

Penggambaran fenomena korupsi di berbagai nega@erts yang
diilustrasikan di atas, menunjukkan begitu luas Kampleksnya persoalan-
persoalan tersebut di masyarakat dan negara. Umeekgkaji fenomena
korupsi yang cukup luas dan kompleks tersebut miia sosiologi
mengkajinya secara parsial. Beberapa disiplin sosiologi yang mengkaji
fenomena korupsi secara parsial itu, antara ladsiotogi penyimpangan
(sociology of deviant behavior), sosiologi politik §ociology of palitics), dan
sosiologi ekonomigociology of economic).

Dalam kajian sosiologi penyimpangan, tindakan korupsi dapat
dikategorikan sebagai suatu bentuk kejahatan yaitaku#tan secara
bersekutu ¢orporate) atau melibatkan penyalahgunaan kekuasalaumsés of
power). Kejahatan jenis ini dilakukan oleh seseorang atkelompok orang
yang memiliki kekuasaan, entah berkuasa karena ataugtingginya tingkat
pendidikan yang dimilikinya atau kuatnya pengarobkia dan politik dan
hak-hak istimewa ffivilege) yang dipunyainya (Clinnard, 1989).
Penyimpangan yang terjadi di kalangan pebisnis ybearkolusi dengan
pejabat pemerintahan dapat terjadi secara melwgguti pelanggaran pajak
pendapatan, manipulasi secara ilegal dalam lapkeaangan, penggelapan
(embezzlement), berbagai tipe penipuan atau pemalsuaaud), pemberian
atau penerimaan sogokabripery) pada pegawai pemerintah, dan contoh-
contoh bentuk korupsi lainnya seperti yang pernahaikan pada Kegiatan
Belajar 1. Sosiologi penyimpangan mengkaji fenomemnasebagai suatu
bentuk khusus dari kejahatan karena para pelakomgailiki konsepsi diri
(self conception) yang berlebihan. Mereka menganggap dirinya sebaga
orang-orang yang memiliki hak-hak khusus dan bagian warga negara
yang terhormat, bukan seorang kriminal. Dengan éqsis diri yang
demikian itu meskipun tindakannya melawan hukumrekee tetap merasa
sebagai pemilik kekuasaan yang memiliki kekebalakum dan hak-hak
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istimewa lainnya yang dianggapnya dapat menyeleanatkri mereka dari
jerat hukum pidana korupsi.

Sosiologi  ekonomi  mengkaji fenomena ini karena akibat yang
ditimbulkan dari tindakan tersebut dapat mengak#ématekonomi biaya
tinggi (high cost economy). Ekonomi berbiaya tinggi itu disebabkan karena
berbagai hal, dan yang paling mencolok adalah bgadsiaya-biaya di luar
rencana yang digunakan untuk menyogok atau mengpapat pemerintah
agar izin usaha segera dikeluarkan, manipulasikpaj@u biaya-biaya
siluman lainnya yang memberatkan pelaku usaha. &wengrjadinya
ekonomi berbiaya tinggi itu maka harga produk semakahal sehingga
kalah bersaing dengan negara-negara lain yang ksoga lebih efisien dan
berbiaya murah. Akibat yang lebih parah dari fenoanimi, antara lain dapat
menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial yangipcukjam antara
golongan kaya yang berkuasa dari kalangan masyaletas atas, dan
golongan masyarakat kebanyakan yang sehari-hars lrkerja keras.

Dalam kajiansosiologi politik, korupsi dianggap sebagai suatu penyakit
ganas yang menggerogoti pemerintahan dan menjagiepab ketidakadilan
di masyarakat. Korupsi terjadi karena sistem poliffang berkuasa
merangkul erat institusi perekonomian dan keduamyangeksploitasi
sumber-sumber daya alam yang dimiliki negara. Ke&aa yang korup itu
dijalankan oleh para kapitalis birokrat, yaitu Mirmt yang merangkap
sebagai pebisnis terselubung, di mana mereka raeRgh fungsinya sebagai
penguasa dari sejumlah perusahaan bermodal besame@nguasai sumber-
sumber energi strategis yang seharusnya dimiliki diaikmati oleh rakyat
(Aditjondro, 2006).

Mengkaji korupsi secara parsial melalui beberapsiplih sosiologi
,seperti yang sedikit diuraikan di atas tampaknyealkg dapat menangkap
secara utuh fenomena tersebut. Dengan kajian yansgapitu pula akan sulit
bagi para ilmuwan sosiologi untuk mengungkapkaar|aejarah, budaya,
struktur sosial, pelaku-pelaku dan agensinya, saiita-nilai atau norma-
norma sosial yang digunakan oleh masyarakat dal@tanggengkan atau
membasmi korupsi. Secara metodologis perlu pulardikakan pendekatan,
metode-metode penelitian dan pengujian hipotesidhatap berbagai
fenomena korupsi. Untuk mengatasi hal-hal terselmbaka perlu
diketengahkan disiplin khusus dalam sosiologi yanegngkaji fenomena
korupsi. Disiplin khusus tentang fenomena itu didetengan namsosiol ogi
korupsi.
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Disiplin sosiologi korupsi telah dimulai oleh belpa ahli, antara lain
adalah H.A. Brasz (dalam Lubis, 1988) dan Syed &insgélatas (1986).
Dalam kajiannya, Brasz menekankan pentingnya méingkaara spesifik
fenomena korupsi menurut pengertian sosiologi. Memnya sosiologi
korupsi itu pantas mendapat tempat di dalam kd&jgian kekuasaan,
khususnya sebagai suatu kekuasaan yang menyimgangtampa aturan
hukum. Sedangkan Alatas, melihat perlunya kajissiosmgi korupsi untuk
kepentingan analisis, terutama untuk membedakamrankorupsi dan
perilaku kriminal, serta antara korupsi dan mal-edsirasi maupun mis-
manajemen yang efeknya juga tidak pada kepentipghtik (Alatas, 1986).
Untuk mengkaji lebih dalam tentang apa dan bagaansasiologi korupsi itu
berperan sebagai cabang disiplin sosiologi yangraespesifik mengkaji
fenomena korupsi maka pada Modul 2 nanti pembahgaag lebih dalam
tentang hal itu akan dilakukan.

Coba Anda uraikan bagaimana
sosiologi secara parsial
mempelajari korupsi dan mengapa
kajian tersebut dianggap kurang

dapat menangkap fenomena
korupsi secara utuh!

X\E—:—; LATIHAN
=

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai matexiadi
kerjakanlah latihan berikut!

1) Coba Anda buat sebuah skema atau diagram yang rheangkaian
yang saling terkait dari berbagai disiplin dari ukitmu sosial yang
memiliki perhatian dan kajian terhadap fenomenausit

2) Di dalam kajian disiplin ilmu administrasi dan ilnpolitik terdapat
kesamaan yang menjadi titik singgung dalam memah@mdmena
korupsi. Begitu pula dengan kriminologi dan sogjblcada kesamaan
pandangan dalam mengkaji fenomena korupsi. Coba Aatlutkan hal-
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hal apa yang sama-sama dipelajari oleh keempaplidistersebut
sehingga hal-hal tersebut dapat menjadi titik simgg dari empat
disiplin tersebut!

Petunjuk Jawaban Latihan

1)

2)

Terlebih dahulu Anda membuat kategorisasi dari ngasiasing disiplin
yang mempelajari fenomena korupsi. Kategorisasisetaut bisa
didasarkan atas (1) fokus studi; (2) ilmu pengedahdain yang

menyumbang perkembangan disiplin ilmu yang bersatagk dan

(3) hal-hal apa yang dipelajari dari terjadinyaltikan korupsi.

Anda dapat melihat jawaban dari pertanyaan pertgang sudah Anda
susun dalam bentuk diagram atau skema, dan dajiagimatau skema
tersebut Anda dapat menyebutkan hal-hal yang metijddsinggung

dari beberapa disiplin ilmu tersebut. Sebagai dgnt#dnda mungkin
dapat membuat diagram seperti di bawah ini, tefapa pun boleh
menggunakan kreativitas Anda untuk membuat atawggambar bentuk
diagram atau skema yang lain.

llmu administrasi

limu Politik Kriminologi

Sosiologi
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1)

)

<§ RANGKUMAN

Fenomena korupsi dikaji oleh berbagai disiplin daldmu-ilmu
sosial. Beberapa disiplin ilmu yang mempelajariofeena tersebut
diantaranya adalah ilmu administrasi, ilmu politikmu hukum,
kriminologi dan sosiologi. Masing-masing disipliremiliki fokus kajian
yang spesifik dalam mempelajari fenomena korupsiu ladministrasi,
mengkaji fenomena korupsi karena berkaitan dengagimpangan atau
penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh pejabaitrasi dalam
memberikan pelayanan kepada warga.

llImu politik melihat korupsi sebagai penyelewendegkuasaan,
Korupsi oleh ilmu politik didefinisikan sebagai patahgunaan
wewenang atau kekuasaan oleh pejabat pemerintahpatdisi untuk
keuntungan mereka sendiri. Hukum pidana, sebadal satu cabang
ilmu hukum, memandang korupsi sebagai suatu tinpidkna yang
melawan hukum karena tindakan tersebut mengandumsgrwnsur:
melanggar hak orang lain, bertentangan dengan Keamsjya sendiri
yang telah dibebankan oleh hukum, bertentanganaengrma-norma
masyarakat, dan bertentangan dengan keharusan rgangul dalam
interaksi sosial.

Kriminologi sebagai salah satu cabang ilmu pengetahsosial
yang mempelajari sebab-sebab munculnya kejahatanupaya-upaya
pemberantasan atau pengendaliannya, melihat kosgisigai suatu
bentuk, kejahatan yang dapat ditelusuri berdasapakembangannya,
sebab-sebab terjadinya, dan perlakuan hukum tephaelakunya.

Sedangkan sosiologi tertarik mempelajari fenomesapsi karena
tindakan tersebut telah menggejala dan terjadedbdiyai institusi sosial
dan tersebar pula dalam kehidupan bermasyaraka¢rbiagai belahan
dunia. Secara parsial korupsi dikaji oleh sosiolgginyimpangan,
sosiologi politik atau sosiologi ekonomi, dan secspesifik berkembang
pula sosiologi korupsi yang secara khusus mempelitar sejarah,
budaya, struktur sosial, pelaku-pelaku dan ageasisgrta nilai-nilai
atau norma-norma sosial yang digunakan oleh masardalam
melanggengkan atau membasmi korupsi. Secara metpsladisiplin
sosiologi korupsi juga mengetengahkan pendekatagtoda-metode
penelitian dan pengujian hipotesis terhadap berlfagamena korupsi

)




® SOS14407/MODUL 1 1.43

% TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1) Korupsi menjadi kajian ilmu administrasi karena ....

2)

3)

A.

berkaitan dengan penyimpangan atau penyelewengavenaag
yang dilakukan oleh pejabat birokrasi dalam menkia@ripelayanan
kepada warga

berkaitan dengan ilmu manajemen yang mengkaji &ggandalam
administrasi publik

berperan dalam proses pembuatan dan penerapanakesbij
sehingga didapat suatu birokrasi pemerintahan géagn, adil dan
bebas dari bias kepentingan atau partisan

untuk mempelajari ketepatan prosedur dan pertargjgwaban
administrator publik dalam menjalankan otoritasliknya

Hubungan antara birokrasi dan korupsi dapat dilihalalui sisi negatif
dan sisi positif, yaitu ....

A.

B.

dari sisi negatif, birokrasi menyebabkan pelayagang lamban,
dari sisi positif birokrasi mengatur kerja pemeaint

dari sisi negatif, birokrasi yang berbelit-belit mgarah pada
komersialisasi kekuasaan, dan dari sisi positifnigd® susunan
organisasi yang berjenjang, birokrasi dapat bedungebagai
pengawas sehingga dapat mencegah terjadinya korupsi

dari sisi negatif birokrasi merugikan masyarakatri aisi positif
birokrasi mempermudah kerja pejabat pemerintah

dari sisi negatif, birokrasi adalah prosedur yargjetahkan, dari sisi
positif, birokrasi adalah organisasi yang disusenasa hierarkis
atau berjenjang di mana tugas dan tanggung jawdh peosedur
kerjanya ditetapkan secara baku

Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemeringah patitisi, di
mana korupsi kekuasaan itu dilakukan demi keuntumgareka sendiri,
merupakan definisi korupsi menurut kajian ilmu ....

A.
B.
C.
D.

sosiologi

hukum

politik

administrasi negara
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4)

5)

6)

7

8)

SosioLocl KorRupPs! @

Dalam kajian ilmu politik, terdapat suatu bentukqmsi kekuasaan di
mana para penguasa dan kroninya melakukan kolusi nggotisme
karena mereka merasa memiliki kekuasaan tidak tesbaBentuk
korupsi kekuasaan seperti itu dikenal dengan nama ...

A. demokrasi

B. patrimonialisme

C. dominasi politik

D. neopatrimonialisme

Cabang ilmu hukum yang secara intens membahas aha&akupsi
adalah hukum ....

A. perdata
B. pemerintahan
C. pidana
D. bisnis

Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindmlang korupsi

apabila memenubhi kriteri&ecuali ....

A. melanggar hak-hak orang lain

B. tidak menepati janji

C. bertentangan dengan kewajiban-kewajibannya semding telah
dibebankan oleh hukum

D. bertentangan dengan keharusan yang muncul dalagayen atau
interaksi sosial

Untuk menetapkan suatu tindakan terkategori seb@gdéakan pidana

korupsi maka harus ada dasar dan bukti-bukti yarag &tau akurat serta
harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana ydal thtetapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa ilmu hukum pidana itiersifat ....

A. yuridis-dogmatis

B. yuridis-penaltis

C. yuridis-prakmatis

D. yuridis-skeptis

Dengan semakin banyak dan berkembangnya berbadgaktn korupsi
di suatu negara maka ditengarai pertumbuhan ekodamipeningkatan
kesejahteraan masyarakatnya akan semakin terhanftshyataan
tersebut berkaitan dengan kajian kriminologi yanglimat fenomena
korupsi berdasarkan ....

A. sebab-sebab terjadinya korupsi

B. perkembangan tindakan korupsi
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C. perlakuan terhadap pelaku korupsi
D. perlakuan terhadap korban tindak pidana korupsi

9) Dalam kajian sosiologi penyimpangasodology of deviant behavior),
korupsi dianggap sebagai bentuk kejahatan yangkulitmn secara
bersekutu atau karena penyalahgunaan kekuasaarurdflgara ahli
sosiologi penyimpangan, kejahatan yang demikiamitakukan karena
para pelakunya merasa memiliki konsepsi diri yang ...

A.

B.

C.

D.

baik sehingga mereka merasa mampu menjalankan $akoa
dengan baik

lemah sehingga mereka dengan mudah melakukan pelamy
undang-undang

kuat sehingga mereka mampu menjatuhkan sanksi eeku

tindak pidana korupsi

berlebihan sehingga mereka merasa memiliki hak-kRhksus

sebagai warga negara yang terhormat, bukan sebmeaang

kriminal

10) Mengkaji fenomena korupsi secara parsial melalubdgai disiplin
sosiologi tampaknya kurang dapat menangkap sedahamakna dan
hakikat fenomena tersebut. Untuk itu perlu dilakuKeajian secara
spesifik mengenai fenomena itu sehingga kehadiisiplid sosiologi
korupsi sangat diperlukan. Berikut adalah hal-hahg/ mengiringi
diperlukannya kehadiran disiplin sosiologi korugsguali ....

A.

korupsi secara konseptual tidak dapat dibedakamgatemperilaku
kriminal dan tindakan yang mal-administrasi ataupuams-

manajemen

korupsi dapat diungkapkan berdasarkan latar sejdeath budaya
suatu masyarakat

korupsi dapat ditelusuri melalui susunan struktosiad dan nilai
atau norma sosial yang dimiliki oleh suatu masyatrak

korupsi dapat diteliti dengan menggunakan pendekat@tode dan
pengujian hipotesis tertentu yang secara spesifilampu

mengungkap berbagai tindakan korupsi

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban desdiif 2 yang
terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawabyang benar.
Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetamgkat penguasaan
Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.
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. Jumlah Jawaban yang Benar
Tingkat penguasaan = x100%
Jumlah Soal

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89&dbaik
70 - 79%cukup
<%0= kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebitda dapat
meneruskan dengan modul selanjutnBagus! Jika masih di bawah 80%,
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar Rjtéena bagian yang
belum dikuasai.
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Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7
8)
9)
10)

DCO>»00

>o00mw

UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/20012.

Tindakan yang berkaitan dengan penggelapamdabatan.
Jary & jary.

White colar crime.

Korupsi sebagai tindakan yang wajar atau atiath yang
menguntungkan secara ekonomi, layaknya sepertiidpésb
businessasusal.

Pasif.

Bersentuhan langsung dengan warga.

Patrimonial.

Gratifikasi.

Mugiharjo.

Tes Formatif 2

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

10)

A.

OCEWP®OOO0

Berkaitan dengan penyimpangan atau penyelgaremewenang
yang dilakukan oleh pejabat birokrasi dalam menki@ri
pelayanan kepada warga.

Dari sisi negatif, birokrasi yang berbelitibenengarah pada
komersialisasi kekuasaan, dan dari sisi positijgd@ susunan
organisasi yang berjenjang, birokrasi dapat bedursgbagai
pengawas sehingga dapat mencegah terjadinya korupsi
Politik.

Neopatrimonialisme.

Hukum pidana.

Tidak menepati janiji.

Yuridis dogmatis.

Perkembangan tindakan korupsi.

Memiliki konsep diri yang berlebihan sehinggeereka merasa
memiliki hak-hak khusus sebagai warga negara yarfgptmat,
bukan sebagai seorang kriminal.

Korupsi secara konseptual tidak dapat dibedakagateperilaku
kriminal dan tindakan yang mal-administrasi ataupoms-
manajemen.



1.48

Fenomena

Business as
usual

Letter of
intent

Gratifikas

Good
governance

Conflict of
interest

SosioLocl KorRupPs! @

Glosarium

Suatu perwujudan, fakta atau kejadian yang dialaeti
orang-orang atau masyarakat, di mana fakta ataaa i
tersebut diterima sebagai suatu pengalaman hidap at
kenyataan yang berlangsung secara berulang-ulang da
pada akhirnya bersifat tetap. Mode pakaian #&&ahion
yang berulang dari tahun ke tahun, serbuan acaraac
televisi yang semakin hari, semakin sulit untuk
dikendalikan adalah beberapa contoh fenomena akda f
sosial yang kita alami sehari-hari.

Suatu ungkapan atau istilah mengenai kelazimanusuat
transaksi dalam kegiatan perekonomian, perdagangan
atau bisnis secara umum.

Suatu pernyataan, yang diwujudkan secara tertulis,
tentang keinginan atau minat suatu badan usaha atau
perseroan terhadap suatu kegiatan bisnis.

Suatu istilah yang menggambarkan adanya suatutaktiv
memberi (dalam arti luas) dengan tujuan-tujuareteu,

di mana tujuan pemberian itu adalah untuk mempealan
bisnis, usaha atau kepentingan tertentu yang
menguntungkan diri sendiri atau perusahaan. Grasifi
biasanya dikaitkan dengan unsur suap menyuap.

Suatu konsep mengenai sistem pengaturan dan
pengendalian dari suatu birokrasi pemerintahan atau
organisasi perusahaan yang mengedepankan prinsip-
prinsip transparansi, akuntabilitas (bertanggungafa,
profesional, adil dan memiliki legitimasi atau hdf&an
wewenang yang sah untuk menjalankan wewenangnya.
Konflik kepentingan adalah istilah yang menggamaark
adanya pertentangan kepentingan yang terjadi dirant
individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.
Konflik itu berkaitan dengan kepentingan individtawa
kelompok atas dasar perbedaan kelas sosial, gender,
organisasi, partai politik, etnis, ras atau agansn d
kepercayaan yang berbeda-beda dalam kehidupan
bermasyarakat.
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Nepotisme  : Suatu praktik penguasa atau yang berkaitan dengan
kekuasaan yang dimiliki oleh sekelompok orang, dnan
mereka memberikan hak-hak khusus, fasilitas atau
keuntungan kepada sanak saudaranya atau kawan-kawan
dan pendukungnya saja.

Birokrasi : Suatu sistem pemerintahan yang dijalankan oleta pa
pegawai (pemerintah), di mana birokrasi itu adalastu
bentuk khusus dari organisasi pengaturan. Menuax M
Weber, seorang ahli ilmu sosial yang mempelajari
masalah birokrasi, birokrasi adalah bentuk organisa
terbaik untuk menerapkan wewenang legal yang
didasarkan atas hukum vyang Dberlaku. Weber
mendefinisikan birokrasi sebagai suatu organisasi
posisi/jabatan yang terdiri dari sejumlah jabatdaua
instansi yang kekuasaan dan tugasnya didefinisikan
secara jelas, demikian pula dengan segenap kegiatan
cakupan wewenangnya, yang dibentuk secara hierarkis
dan terpadu menjadi satu kesatuan.
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